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ABSTRAK

Penelitian tentang Proges Penetapan Upah Minimum Regional Dan,Pelnksunnmmya
(Studi Kasus di Perusahaan Tekstil Jawa Tengah) ini dilakukan, karena pada awal
penetapan Upah Minimum Regional 1996 terdapat beberapa Jemsv’ macam pertic:nhaan ‘atan
industry yang padat karya merasa keberatan terhadap pelaksanaarmya ﬂalah q:atuw
diantaranya adalah perusahiaan tekstil, dimana API (Asumasn Pertekstilan Indonesm)' ;
memberikan masukan-masukan atau pemrnbmlgan terhadap pelaksmnann UMR1996. .

Tenaga kerja merupakan modal utama dan pelaksana pembangunan mempunyai
peran dan arti penting guna menunyang berhagilnya pembangunan, maka sudah sewajarnya
knjair mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan ditingkatkan kesejahterasnnya,
antara fain denqan upahmya ditingkatkan. |

Dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomm 01/Men/1996 tentang Upah
Minimm Regional, upah tenaga kerja ditingkatkan. Kena.lkan tersebut rata-rata 11 % bagi
tiop-tinp propinsi. Namun ternyata, dengan kelvarnya Keputusan Menteri tersebut «
Mengapa banyak perusahaan, khususnya perusahaan tekstil merasa keberatan 9.

Penielitian ini dilakukan dengan miengginakean metode yang bersifat “Yuridis
Sosiologis”. Populasinya meliputi industry tekstil dan lembaga atau instansi yang terkait
dengan penetapan UMR di wilaysh Jawa Tengah, dengan meﬁgamhi! sampel 2 perusahasn
tekstil dari masing-masing Daerah Tingkat 11 yaitu: Kodia Salatiga dan Semarang,
Kabupaten Kudus dan Semarang, |

Disamping menyebarkan kuestioner, juga ﬁeldﬂﬂ{m wawancara sebagai pelengkap
data penelitian. Keseluruhan data, baik data primer dan date sekunder yang terkumpul
dizusun secara sisternatis menurut klasiﬁkasinya dan akan dilakukan analisa koalitatif

Berdasarkan hasil penelitian ternyata dalam proses penetapam UMR 1996,
Gubernur hanya melenglkapi usulan keputusan Komist Pengupahan Daerah baik setuju atan
tidak dan yang menentukan pilihan keputusan adaiah Menteri-Tenaga Kerja.

Dalam pelaksanasan UMR 1996 hanyd ada sate Perusahaan yang menjalankan, yaitu
PT Timateks Salatiga, sedang yang lainnya: 4 perusahaan tidak melaksanakan , dan
3 perusahaan mendapatkan penangguhan.
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ABSTRACT

This research about Process To Decision Regional Minimum Wages (Case Study
At Textile Industry At Midle Java) because to begining decision Regional Minimumn Wages
1996 some indusities or factory had fill powetinan, there felt heaviness to application g .
Ths textile indusities is it one, there tre vit API (Textiles Iridustries Asociation) to give
considerans for Manpower Departement.

Manpower is the best and application of building. There are had actor and
important meaning fiunction to support building successfidl. Manpower is ought to receive:
protection, to keep and step by step of properity, as: to step wages.

By Decision of Manpower Depiftetient Number: 01/Men/1996 about Regional
Mininum Wages, manpower to step wages. The rate in 27 Provinci about 11 %. The
realily, By Decision Manpower Departement brought question ©* Why some industries or
factory felt heaviness 7™

The research by Socio-Legal Research. The population is manpower of textiles

“industrios and institutions to relate of decision regional minimum wages at midle Java. And
to take of snmpie as two textile indusiries at district 1T from: Kotamadia Semarang and
Salatiga, Kabupaten Kudus dan Semarang,

Beside to spread of questioner, we to report is to complete of research fact. All the
fact, primary fact and secundary fact to brought together, to pile by systematic fitting
clasification and qualitatif analysis. =

Found of research Mininium Regional Wages Procces, The Leader at District I
midle Java agree or niot agree only the complette decision of Wages District Commission,
and the end decision is Minister of Manpower.

Application of Minimum Regionn]Ianes 1996 in the District I midie Java only
one Textiles Industry is Timateks Salatiga, four Textiles industry not application and third

textites industry gave to respite of Goverment.
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BABI

PENDAHULUAN

Sejak memproklamasikan kemerdekdanyn pada tanggal 17 Agustus 1945,
batigsa Indonesia secarn bertahap dan terencana melaksanakan pembangunsn
disegala bidang. Bidang ekonomi selama ini merupakan salah satu bidang yang
menjadi proritas utama dari pembangunan Indonesia.

Peiaksanaan pembangunan di bidéng ekonomi tersebut tidak dapat
dipisahkan dengan serangknian kebijaken sebagdi pendulamgnys.  Salsh
gatukebijakan yang diterapkan pemerintah adalah dengan membuka kesempatan
berkembangnyn dunia usaha nadional. Dalam hal ini Ketetapan MPR Nomor
I/MPR/1988 tentang Garis-Gm*js Besar Haluan Negara, anfara tain menyatakan:

“ Pengembangan dunia tsaha Nasional yang terdivi dari usaha negara,
koperasi, dsnm usaha swasta diarshkan terutama agar mskin mampu
berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mempertuas pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kegempatan berusaha
dan lapangan kerja. Untuk itu kemampuan dan peranan dunia usaha nasionsl
khususnya koperasi, ussha kecil serta usaha informal dan tradisionil pertu
terus ditingkatkanagar dapat fumbuh dan berkembang menjadx lebil tangeuh
dan mandiri (Dikti, 1988: 140)”. '

Demikiati juga Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara dalam Sasaran Bidang Pembungunan Lima Tahitin Keenam,
Bidang Ekonomi ditegaskan lebih janh tentang industri nasional :

“ Penatsan dan pemantapan industri nasional  yang mengarah pada
penguatan, pendalaman peningkatan, perluasan, dan penyebaran industri ke
geluruh wilaysh Indonesia, dan makin kukuhnya strukter industri dengan
peningkatan-peningkatan keterkaitan industri hulu dan indusiri hilir, gerta
antara industri besat, indiistri menengah, industri kecil don industri rakyat,
serta ketorkaitan industri dengtin sektor ekonomi lainnys, peningkatan
diversifikasi usahs dent hasil pertanian serta petingkaten intensifikusi dan
erkstensifikasi pertanian yang didukung oleh industri pertanian; penataan
dan pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin
efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam
masyarakat, peningkatan peran pasar dalam negeri serta perluasan pasar
luar negeri dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin
mefiias dan mantap; keselurthannya bersamaan dengan upaya peningkatan
kegiatan ekoniomi rakyat, kesempatun ussha, lapdangan kerja, wseitd




peningkatan pendapatan dan kesejahierann masyaraknt (Pustaka Pelajar,
1993: 47),

Atas dusar fayarat yang midah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan
Negara  yang merupakean pohhcal will dari pemerintah, ternyata perkembangan
dunin usaha demikian pesatnya_ Mumnculuya berbagai perusahasn, merupakan
jawaban dari isyarat yang diasmanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.
| Kemudian berdasarkan kenyatusn yang ada, ternyata dalam pertumbuhan
dunia usaha lebih memberikaii peranamnya kepada perusahaan yang berbadan
Inkim. Oleh karenn ity maka tidak dapat dipungkiri lagi keberaduan perusatiaan
pada waktu sekarang ini karena mempunyai fingsi penting bagi kehidupah mamsis,
antara lain yaitu: sebagai pemberi kerja, penentn harga, sebagai produsen dan
sebugainya.

Namuh  demikisn, ddlam perkembangannya perusshaon tidok jarang
malahinenggunaken kesoipatan yang diberikan oleh pemerintal uptuk ikut-serta
dalam pembanigunan ini dengan metgeruk keuntungan melalui cara-cara yang
melanggar hukum, seperti pelanggaran ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Kita sndari tenaga kerja sebagai modal tutama serta pelaksana pembangunan
tetkadang hanya dianggap webagai alat produksi saja. Di tenigah peningkatan
ahpkatati kerji dari tahun ketuhimn, serty kesulitah memasuki lapanpan pekerjaan,
triaka kofiteks hubiiigah-hubungin ketja bityak dijutpai adsnys pelanggaran tiukitin
ketenagekerjaan yatig beriaku, seperti: pemuhisan hubungan kerja secara sepihak,
pelanggaran atiran-aturan yang menyangkut keselamatan kerja, pengaturan
komponen pengupdhan vitg belum memtdai deint seterusnya.

Banysakiya kasts-kasis ketendgakerjant yang terjacli dupat kits lihdt pada
Laporan Keadagh Hak Asssi Munusia di Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan
Bantusan Hukum setiap tahim, |

Tenaga kerja mempunyni peranan dan arti penting sebagni suatu kekuatan
gons menunjang keberhasilan pembangunaﬁ nasional yang dilaksanakan oleh
pemerititah. Sebdgai bagian dari masyarakat yang produktif adalsh wajar apabila
kepada meroka diberikan perlindingsh, petneliharaan sertd secara bertahsdp



ditingkatkan kesejahtersannys. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilakukan
dengan cara meningkstkan upah dan jaminan sosialnya. - '

Upsh dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat merupakan fakior
yang mendasar yang dapat digtmakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap
orang terthasuk tenagd ketja,

Dalum Ketetapan MPR Nomior IVMPR/1993 tentaig Garis-garis Besar
Haluan Negara Bab IV huraf F mengenai Kebijakeanaan Pembangunan Lima
Tahun Keenam Bidang Fkonomi angka 3 tentang Tenaga Kerja huruf d, disebutkan
antarn lain :

“Kebijaksanasn pengupshan dan penggajian didasarkan pada kebutuhan
hidup, penge penitigkatun, perluasan, dan penyebaran industri ke selurvh
wilayah Indonesia dan makin kukubnys struktur industri dengan peningkatan
peningkatan keterkaitan industri hulu den industri hilir, serta antara industri
besar, industri menengsh, industri kecil dan industri rakyat, serta keterkaitun
industri dengan seldor ekonomi lainmys , peningkatan diversifikasi usaha

. dan hasil pertanian serta peningkatan intensifikasi dan ekstensifiksi
pertanian yang didukung oleh industri pertanian ; penatasn dan pemantapan
kelembagasn dan . sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta
berperan utama daltim perekonomian takyat dan berakar dalam masyarakat;
peningkatan peran passr dalam negeri serta perluasan pasar luar negeri
dengan pola perdagungan dan sistem distribusi yang makin meluas dan
mantap; keselurvhannya bersamaan dengan upaya peningkatanan pemerataan
yang meliputi peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan usaha,
lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan danb kesejahteraan
masyarakat (Pustaka Pelajar, 1993: 47),

Sejalan dengin Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebul, Pemerintah
bertekat vetiap tghun skan mehinjsu datt teningkatkan stander upah tenaga ketja.
Salgh salu wujud kebijakan tersebut dapat kita ketshui pada dasar penghitungan
upsh, yang semula didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) tenaga kerja
mulai tahun 1996 dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), yaitu
dengan diketusckainys Peratiran Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1996 dan
Surat Keputiisan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-02/MEN/1996 tentangMinimtsn
Regional (UMR) . |

KFM adalah beberapa kebutuhan seorang tenaga kerja agar dapat hidup
sehat dan marmpii untuk bekerja dengan baik. Penetapan KFM sebagai dasar
penghitithgas upah tersebut atay dasar konsensus yang ditakukan secara tripartit



dan para ahli di dalam bidang gizi pada tabun 1956. Menurut KFM ada S {limn)

kelompok kebutuhan seseorang, yaitu:

1. Makanan dan minuman, seperti: beras, daging, sayuran

2. Bahian bakar, penerangan, penye_;uk geporti: mmyak tanah, air dan
sebagainya; .

3 Perumahen dan alat ﬂapur, seperti: sewa rumah, piring, gelas dan
sebagainya;

4, Pakaian, seperti: kemeja, bahan celans, celana dalam dan sebagainya,

5. Lain-lain, seperti: transport, tekreusi, pangkas rambut.

UMR adafah upah pokok terendah termasuk tunj angnn letﬁp yang diterima
oleh pekerja di wilayah tertentu dalam suatu propinsi. Pertimbangan yang
digunakan untuk metietnpkan UMR menurut Pasal 3 Peratursn Menteri Tenaga
Ketja No. 01/MEN/1966 antara lain:
Kebutuhan hidup minitatm;
Indeks harga konsymen,
Periuasan kesempatan kerja;
Upsah pada umumnya yang berlaku secara regional;

BRI S

Tingkat perkembangan perekonomian.

Terhitung rulai 1 April 1996, betddsarkait Keputusan Menteri Tenaga
Kerja No. 02/MEN/1996 Pemerintah menaikksn UMR tenaga keria di 25 (dua
pulth lima) Propinsi rata-rata 10,63 %, dimana kenaikan tersebut tidak sesuai
dengan tuntutan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebesar 15 %, dan
ihusus di Jawa Tengahj kenaikan UMR mencapai 13,3 % yaitu dari Rp.3.000,-
menjadi Rp. 3.400,- sortd kendiltanttya masih di dtas laju inflasi saat ini
gebesar 8,64 % (Suara Merdeka, 1 Nopember 1995). Dalam hal ini, karena
kenaikan ite merupakan angka maksimal yang bisa dicapai maka kita patut
menghargainya, meskipun UMR sebesar itn belum cukup memadai guna
mensejahterskan tenaga kerjd, karena harga barang-barang kebutuhan pokok
telah lebih dabulu nuik, yang berarti walsupit atighs nominal UMR naik tapi nilai



riil tidak berubsh defi sebelunitiyn, sehingga wajar kalau kaldtigan tenaga kerja
tampak tidak begitu gembits tienyambut pengutminan kenaikan UMR.

Tekanan-tekanan kebutithan ekonomi dan kesenjangan antara produk
normatif dan realitas kesejahtoraan tenaga kerja telah banyak mendorong
tuntutan-tuntutan tenaga kerja semakin merak, yang dilakukan dalam bentuk
aksi mogok.kerja dan tnjuk rasa, bahkan melalui pawai dan demo turun ke jalan,
Pada titik ini terlihal, bahwa betapa lebar kesenjangan antara ketentusn normatif
disatu sisi dan persoalan kesejahteraan tenaga kerja sehari-hari disisi lain,

Tenaga

* kerja menerima upah rendah dan tunjangan yang minim tapl selalu dlkerahk:m
untuk bekerja keras dan tidak sedikit yarig harus kerja fembur.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (APT) pada tanggal 19 Maret 1996
menemui Direkiur Jendral Pembinaan dan Pengawasan (Binawas) tenaga kerja
untuk menyampaikan alasan-alasan keberatan anggota AP] menyangkut

- pelakganaan UMR 1996 (Kompas,20 Maret 1996). Di smnf)‘ing itu juga, di
Kabupaten Dati Il Kudus terjadi kegagalan penandatanganan Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) berkaitan dengan pelaksanaan UMR 1996 antara perusahaan
rokok anggota PPRK dengsifi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(FSPSI) Cabang yang harus dilakukan per 1 April.

Kedua kasus di atas, menunjukkan bahwa masih ada pihak-pthak yang
meraga keberatan terhadap peningkatan kesejahterasn tenaga kerjn. Demikian
juga berdasarkan hasil penelitiun dati Lernbaga Bantuan Hukum Sermarang yang
menunjukkan bahwa masih banyak perugahaan di Semarang vang menggajt
tenaga kerjanya dibawah UMR, dimana dari1 43 perrusahaan yang menjach
responden hanya 35 % yang membayar upsh di atas UMR , dan yang sangat
memprehatinkan berdasarkan kenyataan bahwa daya beli tenaga kerja sangat
rendah ditengah kebutuhan riil yang sangat tinggi (Jawa P 08, 27 September
1996).

Bertolak pangkal pads traitn dituka, maka hal-hal yang pertit untuk
dirumuskan sebagai permasalahan didalam penelitian ini adalal gebagai berikut



- Bagaimana mekatisme (prosés) pehetapan UMR 1996 yang betlaku di
Jawa Tengah? o _
Aspek-aspek apa saja yang niempehgatithi besarmya penetapan UMR 1996
9 _

Bagaitmana petriksannmi UMR 1996 pada industri teksti! dan rokok di Jawa
Tengah ? ; o

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusdhaan melanggar ketentuan
UMR?

Tindal;an-lindakan apa saja yang diambil Pererivtab jika menemukan

perusahaan yang melanggar





